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Bina Marga; 
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SURAT EDARAN 

NOMOR:       /SE/Db/2024 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESAIN AWAL (BASIC DESIGN) JALAN 

BEBAS HAMBATAN  

 

A. Umum 

Untuk mendapatkan hasil pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan rencana 

program, dibutuhkan panduan penyusunan dokumen desain awal (basic design). 

Dalam pembangunan jalan bebas hambatan, desain awal terdiri atas kriteria 

perencanaan teknis dan gambar rencana teknis (desain) sebagai dasar untuk 

menghasilkan alternatif rute, gambar ROW Plan, gambar desain awal (basic 

design), daftar kuantitas dan harga (bill of quantity/BOQ), dan/atau rencana 

anggara biaya (RAB). Desain awal menjadi rujukan pelaksanaan pekerjaan 

sehingga kegiatan pembangunan selanjutnya yang meliputi perencanaan teknis 

akhir dan pelaksanaan konstruksi bisa berlangsung tepat mutu dan efisien.  

Pembangunan jalan bebas hambatan telah mejadi tulang punggung (backbone) 

jaringan jalan secara nasional. Kualitas pembangunan seyogyanya mendapat 

perhatian sejak dilaksanakannya perencanaan teknis awal. Dengan adanya 

dokumen pedoman ini, para pelaksana pembangunan jalan bebas hambatan 

memiliki satu pegangan sebagai rujukan penyusunan dokumen desain awal 

(basic design) sehingga telah mempertimbangkan kriteria perencanaan teknis 

yang ditetapkan. Bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya, para 

pelaksana pembangunan jalan dapat melakukan pengendalian atas kualitas jalan 

sejak tahap perencanaan teknis awal. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga 

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas 

Hambatan ditetapkan.  

B. Dasar Pembentukan 

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 

2. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan 

Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Pada Tingkat 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218); 
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3. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan 

Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 

tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4655); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 tentang 

Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan 

Bangunan Lain; 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang 

Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 137); 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1742); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka 

Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 908); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu 

Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat 

Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1392); 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834); 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat 

Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812); 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam 

Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 963); 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Pengalihan Alur Sungai (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 964); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 

2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052); 
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17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi 

Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 683); 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 

2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372); 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 341); 

20. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/M/BM/2017 tentang 

Manual Desain Perkerasan Jalan; 

21. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2020 tentang 

Spesifikasi Umum Untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol; 

22. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2020 tentang 

Suplemen Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017; 

23. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15/SE/Db/2021 tentang 

Pedoman Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan; 

24. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 tentang 

Pedoman Desain Geometrik Jalan; 

25. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 23/SE/Db/2021 tentang 

Pedoman Desain Drainase Jalan Nomor 15/P/BM/2021. 

C. Maksud dan Tujuan 

Surat Edaran ini dimaksudkan agar kegiatan pembangunan jalan bebas 

hambatan memiliki gambar desain awal (basic design) yang sesuai kaidah teknis 

dan disusun secara seragam serta dapat menjadi acuan bagi 

pemerintah/investor/penyedia jasa konstruksi dalam penyusunan gambar 

desain awal (basic design) jalan bebas hambatan. 

Surat Edaran ini bertujuan untuk memedomani penentuan alternatif rute alan 

bebas hambatan, penyusunan gambar ROW Plan dan gambar desain awal (basic 

design), daftar kuantitas dan harga (bill of quantity/BOQ) dan/atau rencana 

anggara biaya (RAB) yang akan digunakan sebagai rujukan kegiatan perencanaan 

teknis akhir termasuk penysunan rencana teknis akhir (Detail Engineering 

Design) dan pelaksanaan konstruksi.  

D. Kebutuhan dalam Penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas 

Hambatan 

1. Perencanaan yang diperlukan, meliputi: 

a. kriteria kebutuhan dokumen desain awal (basic design); 

b. tujuan dan fungsi dokumen desain awal (basic design); 

c. basis data kegiatan penyusunan dokumen desain awal (basic design); dan 

d. lingkup dan hasil kegiatan penyusunan dokumen desain awal (basic 

design). 

2. Kebutuhan Data Primer, meliputi: 

a. Sub aspek Topografi; 

b. Sub aspek Geologi dan Geoteknik; 

c. Sub aspek Hidrologi; 

d. Sub aspek Bangunan Struktur; 

e. Sub aspek Transportasi, Jaringan Jalan, dan Lalu Lintas; dan 

f. Sub aspek Peruntukan Lahan. 
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3. Survei Lapangan (Pengumpulan Data Primer), meliputi: 

a. Survei topografi; 

b. Survei geologi dan geoteknik; 

c. Survei hidrologi; 

d. Survei bangunan struktur; 

e. Survei utilitas; dan 

f. Survei transportasi, jaringan jalan, dan lalu lintas. 

4. Kajian Teknis, meliputi: 

a. Kajian sub aspek Topografi; 

b. Kajian sub aspek Geologi dan Geoteknik; 

c. Kajian sub aspek Hidrologi; 

d. Kajian sub aspek Geometri; 

e. Kajian sub aspek Struktur Jembatan; 

f. Kajian sub aspek Transportasi, Jaringan Jalan, dan Lalu Lintas; dan 

g. Kajian sub aspek Perkerasan Jalan. 

5. Penyusunan Gambar Desain Awal (Basic Design); 

6. Penyusunan Gambar ROW Plan; 

7. Penyusunan Daftar Kuantitas dan Harga Satuan (Bill Of Quantity/BOQ) 

dan/atau Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan 

8. Tenaga Ahli yang Diperlukan Dalam Penyusunan Desain (Basic Design). 

Ketentuan lebih rinci mengenai kebutuhan dalam penyusunan dokumen desain 

awal (basic design) jalan bebas hambatan termuat dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal 

ini. 

E. Penutup 

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas 

perhatian Saudara disampaikan terima kasih. 
 
Tembusan: 
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; dan 
5. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
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PRAKATA 

 

Pedoman Penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan ini 

disusun oleh Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan tugas 

untuk menyusun dan mengembangkan norma, standar, prosedur, serta kriteria mengenai 

jalan bebas hambatan. 

Pedoman Penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan ini 

merupakan pengembangan dari Pedoman Studi Kelayakan Jalan dan Jembatan Pd.T-19-

2005-B dan Konsep Pedoman Studi Kelayakan Jalan Tol 2018. Pedoman ini akan digunakan 

sebagai panduan bagi para pemerintah/investor/penyedia jasa konstruksi untuk melanjutkan 

ke tahap penyusunan rencana teknis akhir (Detail Engineering Design).  

Para pihak yang menggunakan pedoman ini mencakup Unit Kerja di Direktorat Jenderal Bina 

Marga yang berkewenangan dalam penyusunan desain awal jalan bebas hambatan, Badan 

Pengatur Jalan Tol (BPJT), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 

dan Perumahan, Badan Usaha Pemrakarsa (BUP) Jalan Tol, serta praktisi dan para pihak 

terkait. Dengan tersedianya pedoman ini, keseragaman dalam penyusunan Dokumen 

Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan dapat diwujudkan. 

 

 

Jakarta,     Februari 2024 

Direktur Jenderal Bina Marga, 

 

 

 

Hedy Rahadian 
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PENDAHULUAN 

 

Pembangunan jalan bebas hambatan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas multimoda 

terutama bagi pelayanan sistem logistik nasional agar lebih efisien untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Dengan adanya jalan bebas hambatan, 

diharapkan pengembangan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, 

bandar udara, dan pelabuhan dapat meningkatkan kelancaran sistem logistik. 

Sejak periode 2015-2019, jalan bebas hambatan yang telah berhasil diselesaikan adalah 

sepanjang 1.298 km yang termasuk Jalan Tol Trans Jawa dan juga dimulainya pembangunan 

jalan Tol Trans Sumatera untuk mendukung perekonomian nasional khususnya di pulau 

Sumatera. Berdasarkan RPJMN 2020-2024 ditargetkan jalan tol operasi/jalan tol baru 

sepanjang 2.500 km, dan memperhatikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 367 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 

2020-2040, rencana pembangunan jalan tol baru sampai dengan tahun 2040 adalah 

sepanjang 17.864 km.  

Dengan pesatnya pembangunan jalan bebas hambatan di Indonesia, maka diharapkan 

seluruh proses mulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian 

jalan dapat berjalan dengan lancar dan efisien sehingga target pembangunan dapat berjalan 

sesuai dengan rencana. Perencanaan yang baik harus dilakukan dengan merujuk kepada 

pedoman perencanaan, baik secara teknis maupun non-teknis. Salah satu pedoman 

perencanaan yang penting adalah Desain Awal atau Basic Design. 

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan agar seluruh kriteria perencanaan teknis dan gambar 

desain awal yang akan digunakan sudah sesuai dengan standar acuan yang berlaku di 

Direktorat Jenderal Bina Marga. 

Penyusunan pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi para stakeholder untuk melanjutkan 

ke Rencana Teknik Akhir Jalan Bebas Hambatan atau detail engineering design. 
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Pedoman Penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design)  

Jalan Bebas Hambatan 
 

  

1. Ruang Lingkup 

Pedoman Penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan ini 

mencakup pendahuluan, ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, ketentuan umum 

serta ketentuan teknis. 

Pedoman Penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan ini 

menetapkan ketentuan untuk menghasilkan alternatif rute, Gambar ROW Plan, Gambar 

Desain Awal, dan Daftar Kuantitas dan Harga Satuan (Bill of Quantity/BOQ) dan/atau 

Rencana Anggaran Biaya (RAB).  

2. Acuan Normatif  

Terdapat 14 (empat belas) aspek kriteria desain yang menjadi standar acuan jalan bebas 

hambatan. Acuan yang dicantumkan berikut ini adalah dokumen yang berlaku saat pedoman 

ini diterbitkan, oleh karena itu perlu memperhatikan perkembangan revisi dari dokumen acuan 

sesuai dengan perubahan atau pencabutan yang dilakukan terhadap dokumen acuan terkait.  

2.1 Aspek Hukum dan Kelembagaan 

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6629); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4655); 

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman 

Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 137); 

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1742); 

f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 
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Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382); 

g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, 

dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 963); 

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

341). 

2.2 Aspek Geometrik Jalan 

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6629); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4655); 

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1742); 

e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 

2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan 

Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus 

Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik; 

f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan 

Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1273); 

g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 372); 

h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan 

dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain; 
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i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas; 

j. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2000 tentang Jalur Kereta Api; 

k. Keputusan Menteri Permukiman Prasarana Wilayah Nomor 353 Tahun 2001 tentang 

Ketentuan Teknis, Tata Cara Pembangunan, dan Pemeliharaan Jalan Tol; 

l. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 tentang Pedoman 

Desain Geometrik Jalan; 

m. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PW04.01-Db/154 tentang Peningkatan 

Aspek Keselamatan dalam Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, dan Pengoperasian 

Jalan Tol; 

n. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15/SE/Db/2021 tentang Gambar 

Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga; 

o. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga 0603-Db/849 2021 tentang Rekomendasi 

Teknis Penerapan Ruang Bebas (Clear Zone), Perkerasan Jalan dan Drainase Jalan pada 

Jalan Tol di Indonesia. 

2.3 Aspek Perkerasan Jalan 

a. Surat Direktur Jalan Bebas Hambatan Nomor BM.06.03-Bk/130 tanggal 9 November 2021 

perihal Rekomendasi Teknis Desain dan Pelaksanaan Rigid Pavement pada Jalan Tol 

Indonesia; 

b. Surat Direktur Jalan Bebas Hambatan Nomor BM 0603-BK/78 tanggal 18 Juli 2022 

tentang Penyesuaian RTA terhadap Rekomendasi Teknis untuk Pelaksanaan Jalan Tol;  

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/BM/2017 tentang Manual Desain 

Perkerasan; 

d. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2020 tentang Suplemen 

Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017; 

e. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15/SE/Db/2021 tentang Pedoman 

Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Tahun 2021; 

f. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor BM 0603-Db/849 tanggal 3 Agustus 2021 

tentang Rekomendasi Teknis Penerapan Ruang Bebas (Clear Zone), Capping/Separator 

Layer, Aspal Spesifikasi Performance Grade. 

2.4 Aspek Desain Struktur dan Jembatan 

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052); 

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 05/SE/Db/2017 tentang Perubahan 

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor UM.01.03-Db/242 tentang 

Penyampaian Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan, serta Kerangka 

Acuan Kerja Pengawasan Teknis untuk Dijadikan Acuan di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Bina Marga. 

2.5 Aspek Geoteknik 

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2020 tentang Suplemen Manual 

Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017. 
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2.6 Aspek Hidrologi dan Sistem Drainase 

a. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem 

Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218); 

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pengalihan Alur Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

964); 

c. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/KPTS/M/2006 tentang Pengesahan SNI 

dan Empat Pedoman Teknis Bidang Konstruksi dan Bangunan; 

d. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 23/SE/Db/2021 tentang Pedoman 

Desain Drainase Jalan Nomor 15/P/BM/2021; 

e. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi 

Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2). 

2.7 Aspek Penerangan Jalan Umum 

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan 

Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812). 

2.8 Aspek Rambu, Marka, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908); 

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514); 

c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat 

Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392); 

d. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 7234/AJ.401/DJRD/2013 

tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan, Direktorat Bina Sistem Transportasi 

Perkotaan, Departemen Perhubungan. 

2.9 Aspek Bangunan Fasilitas dan Perlengkapan Tol 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 738). 
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2.10  Aspek Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841); 

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis 

Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6642);  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 

f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2004 tentang Pedoman 

Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan 

Kaki di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315); 

g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara 

Pemeliharaan dan Penilikan Jalan; 

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman 

Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 249); 

i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemetaan 

Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 769); 

j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);  

k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar 

Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
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Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 

atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267); 

l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 306); 

m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 

n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 372); 

o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan 

Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812); 

p. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 3582/AJ. 403/DRJD/2018 

tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan 

Kaki pada Kawasan Sekolah melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah; 

q. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 

tentang Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki; 

r. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/M/2014 

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan, Pengadaan Tanah dan Pemukiman 

Kembali dan Penanganan Masyarakat Adat; 

s. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 05/SE/Db/2017 tentang Perubahan 

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor Um.01.03-Db/242 tentang 

Penyampaian Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan, serta Kerangka 

Acuan Kerja Pengawasan Teknis untuk Dijadikan Acuan di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Bina Marga. 

2.11  Aspek Lansekap Jalan Tol 

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman 

Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 249); 

b. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2020 

tentang Panduan Aplikasi Identitas Visual Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Jenderal Bina 

Marga nomor BM 08-Db/1269 Perihal Pengaplikasian Identitas Visual Komunikasi Publik 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jalan Tol. 

2.12  Aspek Tempat Istirahat dan Pelayanan 

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 372); 

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2021 

tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 995); 

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 tentang Pedoman 

Desain Geometrik Jalan. 
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2.13  Aspek BoQ dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683); 

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 16.1/SE/DB/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 

Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Revisi 2. 

 

3. Istilah dan Definisi        

3.1.  

alat pemberi isyarat lalu lintas  

perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat 

bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas 

jalan 

3.2.  

alinyemen vertikal 

proyeksi garis sumbu jalan pada bidang horizontal 

3.3.  

alinyemen horizontal 

proyeksi garis sumbu jalan pada bidang vertikal yang melalui sumbu jalan 

3.4.  

analisis dampak lingkungan  

telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana 

usaha dan/atau kegiatan analisis dampak lingkungan 

3.5.  

analisis harga satuan pekerjaan  

perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga 

satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu 

 

3.6.  

analisis mengenai dampak lingkungan hidup  

kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/jasa kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan 

3.7.  

bangunan pelengkap jalan 

bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang dibangun sesuai 

dengan persyaratan teknis 
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3.8.  

daftar kuantitas dan harga  

daftar rincian pekerjaan yang disusun secara sistematis menurut kelompok/bagian pekerjaan, 

disertai keterangan mengenai volume dan satuan setiap jenis pekerjaan daftar kuantitas dan 

harga 

3.9.  

daerah aliran sungai  

suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 

sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari 

curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas didarat merupakan pemisah 

topografis dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas 

daratan 

3.10.  

debit banjir rencana  

debit maksimum dari suatu sistem drainase yang didasarkan periode ulang tertentu yang 

digunakan dalam desain 

3.11.  

desain awal 

gambar rencana awal sebagai salah satu hasil kegiatan studi kelayakan, yang berisi rencana 

awal penampang melintang jalan, geometrik, struktur jembatan, dan estimasi volume serta 

anggaran biaya yang akan digunakan sebagai rujukan penyusunan perencanaan teknis rinci 

3.12.  

drainase jalan  

prasarana yang dapat bersifat alami ataupun buatan yang berfungsi untuk memutuskan dan 

menyalurkan air permukaan maupun bawah tanah, bisanya menggunakan bantuan gaya 

gravitasi, yang terdiri atas saluran samping dan gorong-gorong ke badan air penerima atau 

tempat peresapan buatan 

3.13.  

hidrologi  

ilmu yang berhubungan dengan air di bumi, ketersediaan, peredaran dan sebarannya, sifat 

kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk 

hidup serta proses yang mengendalikan penyusutan dan pengisi ulangannya sumber daya air 

di daratan dan berbagai fase daur hidrologi dalam pedoman ini terbatas pada hidrologi terapan 

3.14.  

hidrolika  

ilmu yang mempelajari sifat dan hal-hal yang terkait dengan aliran dan material yang 

dibawanya, termasuk gaya-gaya yang ditimbulkannya 

3.15.  

jalan 

prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap 

dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan 

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 
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3.16.  

jalan bebas hambatan 

jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk 

secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar 

ruang milik jalan  

3.17.  

jalan tol 

jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan 

sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar 

3.18.  

kecepatan rencana jalan tol 

kecepatan maksimum yang aman di jalan tol dalam keadaan normal, yang akan menjadi dasar 

perencanaan geometri jalan tol 

3.19.  

lampu penerangan jalan 

bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan 

dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun 

lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, 

jembatan dan jalan di bawah tanah 

3.20.  

lansekap jalan  

wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk dari lingkungan jalan, baik yang terbentuk 

dari elemen alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, 

dan dapat pula terbentuk dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan 

kondisi lahannya 

3.21.  

lintas harian rata-rata 

banyaknya kendaraan rata-rata yang, melintasi sebuah ruas jalan dalam satu hari, dinyatakan 

dalam satuan mobil penumpang (smp) 

3.22.  

marka jalan  

suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi 

peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta 

lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah 

kepentingan lalu lintas 

3.23.  

studi kelayakan 

kegiatan kajian rinci komprehensif untuk penilaian kelayakan tapak koridor trase terpilih dari 

suatu rencana program pembangunan, sebagai tindak lanjut kegiatan pra studi kelayakan, 

yang hasilnya harus dipedomani dan ditindaklanjuti dalam kegiatan penyusunan perencanaan 

teknis rinci 

 



 

10 dari 63 

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded 
 

3.24.  

rambu lalu lintas  

bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan 

yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan 

3.25.  

ruang bebas  

ruang sepanjang jalan tol yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang hanya 

diperuntukkan bagi keamanan arus lalu lintas dan bangunan untuk pengamanan jalan tol 

3.26.  

ruang bebas jalan 

ruang pada permukaan jalan hanya disediakan untuk kendaraan atau pejalan kaki, di mana 

pada tempat tersebut tidak boleh ada struktur, fasilitas jalan, pohon atau benda yang tidak 

bergerak lainnya 

3.27.  

ruang manfaat jalan tol 

ruang sepanjang jalan tol yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang meliputi 

badan jalan, saluran tepi jalan, talud timbunan dan galian serta ambang pengaman 

3.28.  

ruang milik jalan tol 

ruang sepanjang jalan tol yang meliputi ruang manfaat jalan tol dan sejalur tanah tertentu di 

luar ruang manfaat jalan tol yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan 

dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk jaringan 

utilitas 

3.29.  

tempat istirahat dan pelayanan  

suatu tempat istirahat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum bagi pengguna jalan 

tol sehingga baik bagi pengemudi, penumpang, maupun kendaraannya dapat beristirahat 

untuk sementara 

3.30.  

tapak koridor trase terpilih 

batas-batas tepi tapak trase terpilih berdasarkan penilaian teknis, lingkungan sosial dan 

ekonomis sebagai hasil kegiatan dan akan menjadi objek kajian rinci dan penilaian kelayakan 

pada Desain Awal 

3.31.  

desain awal (basic design)  

gambar desain awal (basic design) adalah salah satu hasil kegiatan studi kelayakan, yang 

berisi rencana awal penampang melintang jalan, geometrik, struktur jembatan, dan gambar 

lainnya sebagai rujukan penyusunan perencanaan teknis rinci 

3.32.  

alinyemen layout 

alinyemen layout adalah gambar dari alinyemen horizontal jalan tol yang berupa garis proyeksi 

sumbu jalan tegak lurus pada bidang peta 
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3.33.  

plan profile 
plan profile adalah berisikan tampak atas (plan) pada bidang horizontal dari rancangan 
geometri jalan tol dan potongan memanjang pada bidang vertikal. Gambar ini menunjukkan 
semua elemen yang berhubungan dengan posisi (horizontal) dan elevasi (vertikal) sepanjang 
jalan tol 
 
3.34.  

RoW plan 
RoW plan adalah gambar ruang milik jalan yang mendefinisikan area yang dibutuhkan untuk 
membangun dan mengoperasikan jalan tol, meliputi jalan utama dan akses, serta 
persimpangan di atas peta batas hak penguasaan lahan 

4. Ketentuan Umum 

4.1 Kriteria Kebutuhan Dokumen Desain Awal 

Perencanaan yang baik harus dilakukan dengan merujuk kepada pedoman perencanaan, 

baik secara teknis, maupun non-teknis. Salah satu pedoman perencanaan yang penting 

adalah Desain Awal atau Basic Design. 

4.2 Tujuan dan Fungsi Dokumen Desain Awal 

4.2.1 Umum 

a. Desain awal (basic design) merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan studi 

kelayakan jalan bebas hambatan; 

b. Desain awal (basic design) dilakukan setelah ditentukan alternatif trase terpilih 

berdasarkan hasil studi kelayakan; 

c. Desain awal (basic design) dilakukan berdasarkan pada data sekunder dan data primer. 

4.2.2 Tujuan Dokumen Desain Awal 

Tujuan Dokumen Desain Awal (Basic Design) adalah menjadi panduan bagi para 

pemerintah/investor/penyedia jasa konstruksi untuk melanjutkan ke Rencana Teknik Akhir 

Jalan Bebas Hambatan atau Detail Engineering Design. Dengan tersedianya pedoman ini 

keseragaman dalam penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas 

Hambatan dapat diwujudkan. 

4.2.3 Fungsi Dokumen Desain Awal 

Fungsi dokumen desain awal adalah: 

a. Sebagai kegiatan pra rencana dari tahapan siklus pembangunan jalan bebas hambatan; 

b. Sebagai kegiatan untuk pembandingan kinerja teknis dari suatu alternatif pilihan trase satu 

dengan alternatif pilihan trase lainnya pada rencana pembangunan dan investasi jalan 

bebas hambatan; 

c. Sebagai kegiatan untuk penyusunan rekomendasi dan/atau bahan pertimbangan bagi 

para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan lanjut, utamanya dalam 

penentuan skema pembangunan dan alternatif pendanaan rencana pembangunan dan 

investasi jalan bebas hambatan; 
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d. Sebagai panduan bagi para pemerintah/investor/penyedia jasa konstruksi untuk 

melanjutkan ke Rencana Teknik Akhir atau Detail Engineering Design Jalan Bebas 

Hambatan. 

4.3 Basis Data Kegiatan Penyusunan Dokumen Desain Awal 

Basis data untuk kajian dalam kegiatan penyusunan Dokumen Desain Awal Jalan Bebas 

Hambatan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder didasarkan pada data-data 

yang diperoleh pada proses penyusunan pra/studi kelayakan serta sumber data lain yang 

diperlukan. 

4.4 Lingkup dan Hasil Kegiatan Penyusunan Dokumen Desain Awal 

Lingkup kegiatan penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan 

mencakup: 

a. Kajian teknis; 

b. Penyusunan gambar ROW plan; 

c. Penyusunan gambar desain awal (basic design); dan 

d. Penyusunan estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi. 

Hasil kegiatan penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Engineering Design) Jalan Bebas 

Hambatan yang didalamnya berisi konten muatan yang mencakup: 

a. Deskripsi hasil kajian teknis; 

b. Rekomendasi tapak koridor trase terpilih; 

c. Gambar ROW plan; 

d. Gambar desain awal (basic design); dan 

e. Estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi. 

5. Ketentuan Teknis 

5.1 Kebutuhan Data Primer 

5.1.1 Sub Aspek Topografi 

Data primer sub aspek topografi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Desain Awal 

(Basic Design) Jalan Bebas Hambatan paling sedikit dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 - Data primer sub aspek topografi  

No. Jenis Data Primer Metode Pengambilan Data Kegunaan 

1 Peta topografi skala 

1:5000 dan 1:1000 

untuk jembatan 

Survei lapangan topografi: 

● Foto udara  

● LIDAR  

● Terestris: 

o Pengukuran situasi 

o Pengukuran cross section 

Sebagai data rujukan 

untuk penggambaran 

peta dasar (basemap) 

dan peta situasi. 

2 Peta Dasar 

(Basemap) skala 

1:5000 

Penggambaran data ukur: 

● Poligon  

● Cross section 

Sebagai peta dasar 

untuk penggambaran 

alinyemen horizontal 

dan vertikal trase jalan 

bebas hambatan. 
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No. Jenis Data Primer Metode Pengambilan Data Kegunaan 

3 Peta Utilitas dan 

Pengembangannya 

Pengamatan visual Sebagai rujukan teknis 

untuk data dan 

informasi terkait dengan 

utilitas yang terkena 

dampak oleh koridor 

trase jalan bebas 

hambatan. 

5.1.2 Sub Aspek Geologi dan Geoteknik 

Data primer sub aspek geologi dan geoteknik yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen 

Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan paling sedikit dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut. 

Tabel 2 - Data primer sub aspek geologi dan geoteknik  

No. Jenis Data Primer Metode Pengambilan Data Kegunaan 

1 Data Kondisi Tanah Survei penyelidikan tanah dan pengujian 

laboratorium: 

● Boring Test  

● Test Pit  

● Sondir Test  

● Pengujian laboratorium dilakukan 

sesuai SNI 8460:2017 

Sebagai data rujukan 

untuk kajian kondisi 

tanah: 

● Jenis dan 

karakteristik tanah 

● Daya dukung tanah 

● Kedalaman tanah 

keras 

2 Data Kondisi Geologi ● Survei pengamatan kondisi geologi 

(ground checking) 

● Geolistrik atau Refraksi Seismik, 

dilakukan pada lokasi terpencil, tidak 

aman/sulit untuk diakses termasuk 

mobilisasi peralatan survei 

Sebagai data rujukan 

untuk kajian kondisi 

geologi: 

● Sebaran jenis tanah 

● Keberadaan 

patahan/sesar 

● Keberadaan 

kawasan rawan 

gerakan tanah 

3 Quarry (Sumber 

Material) 

● Survei lokasi 

● Survei jenis material 

 

Sebagai data rujukan 

lokasi quarry untuk 

material utama terdekat 

dengan proyek untuk 

menyusun AHSP dan 

pengecekan jenis, 

kuantitas dan kualitas 

material 

 

5.1.3 Sub Aspek Hidrologi 

Data primer sub aspek hidrologi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Desain Awal 

(Basic Design) Jalan Bebas Hambatan paling sedikit dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 
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Tabel 3 - Data primer sub aspek hidrologi 

No. Jenis Data Primer Metode Pengambilan Data Kegunaan 

1 Data kondisi hidrologi  Survei pengamatan kondisi dan 

pengukuran saluran (sungai, irigasi, 

drainase) (ground checking) 

Sebagai data rujukan 

untuk kajian penentuan 

persyaratan hidrolik 

untuk penyeberangan 

sungai, struktur 

drainase, saluran 

samping, daerah curam, 

dan upaya 

penanggulangan banjir 

Survei pengukuran dimensi saluran 

antara lain: 

● Lebar sungai 

● Kedalaman sungai 

Sebagai data rujukan 

untuk perencanaan 

awal struktur 

2 Pasang surut dan 

hidro-oseanografi 

Suvei pengamatan pada lokasi trase yang 

terpengaruh pada pasang surut air laut 

agar dilakukan survei diantaranya: 

pengamatan pasang surut, salinitas, 

sedimentasi dan kecepatan arus,  

● Pengukuran dan pengamatan 

● Modelling (Analisa kajian teknis) 

Lokasi pengukuran di 

muara. Berfungsi untuk 

mengetahui pengaruh 

pasang surut air laut 

terhadap rencana 

elevasi perkerasan jalan  

 

5.1.4 Sub Aspek Bangunan Struktur 

Data primer sub aspek bangunan struktur yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen 

Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan paling sedikit dapat dilihat pada Tabel 4 

berikut. 

 Tabel 4 - Data primer sub aspek bangunan struktur 

No. Jenis Data Primer Metode Pengambilan Data Kegunaan 

1 Data Topografi Survei Topografi Sebagai data rujukan untuk 

penggambaran peta dasar 

(basemap) 

2 Data Geoteknik Survei Geoteknik Sebagai data rujukan untuk 

kajian kondisi tanah: 

● Jenis dan karakteristik 

tanah 

● Daya dukung tanah 

● Kedalaman tanah keras 

3 Data Hidrologi Survei Hidrologi ● Sebagai data rujukan 

untuk kajian penentuan 

persyaratan hidrolik untuk 

penyeberangan sungai 

● Sebagai data rujukan 

untuk perencanaan awal 

bangunan struktur  
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5.1.5 Sub Aspek Transportasi, Jaringan Jalan dan Lalu Lintas 

Data primer sub aspek transportasi, jaringan jalan dan lalu lintas yang diperlukan dalam 

penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan paling sedikit 

dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5 - Data primer sub aspek transportasi, jaringan jalan, dan lalu lintas  

No. Jenis Data Primer Metode Pengambilan Data Kegunaan 

1 Data Jaringan Jalan 

(termasuk bangunan 

struktur) 

Survei pengamatan visual dan 

pendataan jaringan jalan untuk 

mendapatkan data‐data: 

● Kondisi jalan 

● Lebar jalan 

● Fasilitas jalan 

● Persimpangan 

Sebagai data rujukan untuk 

bahan masukan dalam 

permodelan lalu lintas, lokasi 

survei lalu lintas rinci, orientasi 

penempatan rencana jalan 

akses dan orientasi rencana 

awal lokasi simpang 

2 Data LHR ● Menggunakan CCTV atau 

manual 

● Pemasangan CCTV untuk 

merekam pergerakan lalu 

lintas yang dilengkapi dengan 

baterai yang memadai 

● Disarankan perhitungan 

volume lalu lintas dilakukan 

secara otomatis dengan 

menggunakan aplikasi 

● Hasil perhitungan 

menggambarkan setiap 

golongan kendaraan 

● Data dasar volume lalu lintas 

ruas dan simpang 

● Perkiraan nilai k 

● Data rujukan untuk 

peramalan lalu lintas 

● Untuk validasi dalam proses 

permodelan lalu lintas 

● Analogi pergerakan pada 

simpang rencana akses 

jalan bebas hambatan 

3 Data Kecepatan 

Perjalanan 

● Metode pengamat bergerak 

(moving observer) dengan 

menggunakan strategi antara 

lain  floating car guna 

mengamati rata‐rata 

kecepatan kendaraan pada 

trase yang telah ditentukan. 

Dengan metode ini, 

pengendara mobil pengamat 

diinstruksikan untuk 

mengemudi pada kecepatan 

rata‐rata kendaraan yang ada 

dalam arus lalu lintas 

● Alat Pengukur Kecepatan 

● Sebagai data pembanding 

kecepatan tempuh rata‐rata 

perjalanan dengan rencana 

kecepatan tempuh rata‐rata 

perjalanan di jalan bebas 

hambatan 

● Sebagai dasar dalam 

penghitungan Biaya Operasi 

Kendaraan (BOK) jalan 

eksisting dengan jalan 

bebas hambatan dan 

perhitungan manfaat proyek 

jalan bebas hambatan 

 

5.1.6 Sub Aspek Peruntukan Lahan 

Data primer sub aspek peruntukan lahan yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen 

Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan paling sedikit dapat dilihat pada Tabel 6 

berikut. 
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Tabel 6 - Data primer sub aspek peruntukan lahan 

No. Jenis Data Primer Metode Pengambilan Data Kegunaan 

1 Data Peruntukan Lahan Pengamatan Visual terutama 

pada daerah yang berpotensi 

mengalami kendala dalam 

pembebasan lahan 

● Harga tanah 

● Optimasi Trase 

 

2 Data Harga Pasar Tanah Wawancara dengan pemilik 

lahan/warga sekitar trase 

terpilih 

5.2 Survei Lapangan (Pengumpulan Data Primer)  

5.2.1 Survei Topografi 

Survei lapangan sub aspek topografi dilakukan untuk mengukur dan memetakan kondisi 

topografi faktual dari tapak koridor trase terpilih. Hasil kegiatan survei topografi digunakan 

untuk bahan kajian rinci terhadap kondisi topografi dan penggambaran peta dasar (basemap) 

untuk penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan. Rincian 

jenis survei dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.  

Tabel 7 - Rincian survei topografi 

No. Metode Survei Target Lokasi Survei 

1 Foto udara Seluruh wilayah kajian 

2 Aerial LiDAR 

Survei (ALS) 

● Seluruh trase terpilih 

● Aerial LiDAR survei harus memiliki sebaran titik GCP yang cukup (up 

to 1000 khz pulse) untuk membuat pemodelan permukaan tanah 

sehingga harus memenuhi persyaratan akurasi 

3 Terestrial (untuk 

verifikasi) 

● Pengukuran 

situasi (long 

section - 

poligon) 

● Pengukuran 

melintang 

(cross 

section - 

waterpass 

● Dasar pemetaan dan penggambaran untuk pengukuran situasi: 

o Titik koordinat tapak koridor trase terpilih 

o Elevasi potongan memanjang 

o Penyiapan peta dasar (basemap) 

o Frekuensi 250 m 

o Jembatan L > 50 m 

● Dasar pemetaan dan penggambaran untuk pengukuran melintang: 

o potongan melintang (cross section) rencana as jalan 

o penyiapan peta dasar (basemap) 

o setiap 100 m 

● GPS Traverse-Titik-titik kendali ditentukan per interval 5.000 m 

menggunakan tiga unit GPS  

● Perlu jarak 100 m antara titik-titik sepanjang titik tengah dengan tepi 

penutup pada garis lurus dan 25 m pada belokan atau medan berbukit 

serta bergunung 

● Perlu menambahkan sekurang-kurangnya 25 m dari titik tengah jalan 

atau 25 m dari Rumija  

● Persimpangan sebidang harus memperpanjang jarak sekurang-

kurangnya 50 m sepanjang jalan utama yang saling memotong 

sebidang dan cukup untuk menentukan profil persimpangan sebidang 

untuk jalan lain 

● Bentuk aliran air di kedua sisi jembatan dan pada interval 10 m di zona 

yang kemungkinan menjadi lokasi abutmen dan interval 15 m pada 
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No. Metode Survei Target Lokasi Survei 

perlindungan gerusan serta interval 25 m ke bagian lain ke arah hulu 

dan hilir sepanjang maksimum 500 m 

● Informasi dengan interval 25 m harus disediakan untuk zona yang 

membutuhkan perlindungan gerusan di setiap posisi alternatif 

jembatan yang diusulkan 

4 Pengukuran 

Melintang 

(Cross Section - 

Waterpass) 

Dasar pemetaan dan penggambaran: 

● Potongan melintang (cross section) rencana as jalan 

● Penyiapan peta dasar (basemap) 

● Setiap 100 m 

5 Pengamatan 

Visual 

Seluruh trase yang terdampak  

6 Lokasi Rencana 

Bangunan 

Struktur 

Khusus daerah yang teridentifikasi menjadi bangunan struktur, dilakukan: 

● Pengukuran titik kontrol horizontal dan vertikal 

● Pengukuran penampang melintang dan situasi  

● Pada saat rencana jalan bebas hambatan melintasi sungai, dilakukan 

pengukuran sepanjang 1000 m dari rencana jalan tol ke arah hulu-hilir 

sepanjang sungai selebar 50 m dari kiri dan kanan tepi sungai  

● Pada saat rencana jalan bebas hambatan melintasi jalan eksisting, 

dilakukan pengukuran sepanjang 500 m dari rencana jalan tol ke arah 

kiri kanan dari as rencana jalan tol selebar 50 m kiri dan kanan dari as 

jalan eksisting  

● Pada saat rencana jalan tol melintasi utilitas dan bangunan lainnya, 

dilakukan pengukuran sesuai dengan kebutuhan 

 

Rincian pengukuran jarak pada rencana jalan bebas hambatan yang melintasi sungai dapat 

dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 

Gambar 1 - Pengukuran jarak pada rencana jalan bebas hambatan yang melintasi 
sungai 

Sedangkan untuk rincian pengukuran jarak pada rencana jalan bebas hambatan yang 

melintasi jalan eksisting dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2 - Pengukuran jarak pada jalan bebas hambatan yang melintasi jalan 
eksisting 

 

5.2.2 Survei Geologi dan Geoteknik 

Survei lapangan sub aspek geologi dan geoteknik dilakukan untuk mengukur dan memetakan 

kondisi geologi, geoteknik dan kondisi tanah faktual dari tapak koridor trase terpilih. Pengujian 

laboratorium dilakukan sesuai SNI 8460:2017. Hasil kegiatan survei geologi dan geoteknik 

digunakan untuk bahan kajian rinci terhadap kondisi geologi, geoteknik dan kondisi tanah 

untuk bahan pertimbangan teknis dalam penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) 

Jalan Bebas Hambatan. Rincian jenis survei paling sedikit dapat dilihat pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 8 - Rincian survei geologi dan geoteknik 

No. Metode Survei Target Lokasi Survei 

1 Pengamatan Visual ● Sebaran jenis tanah 

● Keberadaan patahan/sesar, jika jarak kurang dari 10 km maka 

dilakukan survei geologi 

● Keberadaan kawasan rawan gerakan tanah 

2 Survei Lokasi ● Penentuan jenis dan lokasi material terdekat 

● Penaksiran volume deposit 

3 Geolistrik/Refraksi 

Seismik 

● Dilakukan pada lokasi terpencil, tidak aman/sulit untuk diakses 

termasuk mobilisasi peralatan survei 

4 Boring Test ● Kedalaman minimal 40 m atau sampai bertemu tanah keras  

● Jumlah titik sampel 

o Setiap 1 km minimal 1 titik boring 

o Pada rencana bangunan struktur jembatan/struktur lainnya dan 

simpang susun. 

o Pada struktur jembatan, minimal pada lokasi kedua sisi abutmen 

o Pada lokasi yang berpotensi tanah lunak dan daerah timbunan 

tinggi dan galian dalam diatas 10 m   
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No. Metode Survei Target Lokasi Survei 

● Khusus daerah yang diindikasikan ada terowongan, perlu dilakukan 

penyelidikan tanah dengan kedalaman di atas minimal 40 meter atau 

menggunakan geolistrik 

● Semua sampel sisa hasil laboratorium disimpan sebagai bukti survei 

yang sewaktu-waktu dilakukan pengecekan oleh pemberi kerja 

5 Invetigasi Geologi 

Teknik  
Identifikasi  sepanjang rencana trase terpilih dengan alat yang digunakan 

adalah hammer atau alat lainnya 

6 Sondir Test ● Setiap 500 m minimal 1 titik sampel diantara lokasi boring test  

● Setiap lokasi rencana bangunan jembatan/struktur lainnya kurang 

dari 50 m  

● Lokasi yang diidentifikasi potensi tanah lunak 

7 Pengamatan Visual ● Setiap lokasi perubahan jenis tanah 

● Setiap lokasi jembatan bentang > 50 m 

 

5.2.3 Survei Hidrologi 

Survei lapangan sub aspek hidrologi dilakukan untuk mengukur dan memetakan kondisi 

hidrologi faktual dari tapak koridor trase terpilih. Hasil kegiatan survei hidrologi digunakan 

untuk bahan kajian rinci terhadap kondisi hidrologi dan bahan pertimbangan teknis dalam 

penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan. Rincian jenis 

survei paling sedikit dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.  

Tabel 9 - Rincian survei hidrologi 

No. Metode 

Survei 
Target Lokasi Survei 

1 Pengamatan ● Lokasi, dimensi, kondisi, tinggi muka air banjir, jumlah, kemiringan dan 

arah aliran semua gorong-gorong, jembatan, selokan, pengalihan 

air/water diversion, drainage system pit, syphon, kepala gorong-

gorong/headwall 

● Lokasi, besaran, elevasi, tinggi kisaran/range, dan outfall daerah yang 

banjir di hulu dan di hilir formasi jalan 

● Lokasi, jalur drainase dan kemiringan palung sungai, potongan 

melintang, dan arah aliran (water course) serta jalur drainase yang 

ditentukan yang melintang jalan 

● Water course besar butuh elevasi lereng dan potongan melintang 

sebesar 500 m ke arah hulu dan hilir 

● Water course dan saluran yang lebih kecil membutuhkan elevasi dan 

potongan melintang sebesar 100 m ke hulu dan hilir 

● Lokasi, datum dan karakteristik fisik papan pengukur/gauge board, 

stasiun pencatat tinggi banjir atau indikator ketinggian puncak  

● Kondisi eksisting meliputi dimensi, tipe bangunan drainase 

● Informasi aliran sungai (jaringan sungai), terutama yang berpotensi 

melewati rencana trase 

● Lokasi, dimensi, cakupan mata air tanah 

2 Pengukuran ● Ketinggian dasar/invert dan bagian atas saluran melintang, ketinggian air 

yang ada dan setiap top of flood yang ada atau ketinggian structure 

overtopping 
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No. Metode 

Survei 
Target Lokasi Survei 

● Tinggi dan tanggal/tahun banjir yang terjadi baru-baru ini atau banjir 

historis berdasarkan puing-puing banjir, tanda-tanda banjir dan informasi 

lokal lainnya yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara 

● Ketinggian hulu dan hilir jalan atau struktur hidrolik serta besaran 

penyumbatan jembatan atau gorong-gorong harus dicatat  

● ‘garis-garis puing’ atau ‘tanda pada abutmen jembatan’ atau ‘foto dari 

warga’ atau ‘catatan otoritas perairan’ dan lain-lain 

 

5.2.4 Survei Bangunan Struktur  

Survei lapangan sub aspek bangunan struktur dilakukan untuk mengetahui kondisi faktual 

lapangan kebutuhan prasarana jembatan dari tapak koridor trase terpilih. Hasil kegiatan survei 

struktur jembatan digunakan untuk bahan kajian rinci terhadap kebutuhan struktur jembatan 

dan bahan pertimbangan teknis dalam Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas 

Hambatan. Rincian jenis survei paling sedikit dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.  

Tabel 10 - Rincian survei bangunan struktur  

No. Metode Survei Target Lokasi Survei 

1 Survei Geoteknik 

 

● Core Penetration Test (CPT) minimal dilakukan pada 2 sisi 

jembatan 

● Standar Penetration Test  (SPT) minimal dilakukan pada 2 sisi 

jembatan 

2 Survei Hidrologi ● Karakteristik daerah aliran sungai 

● Karakteristik sungai 

● Muka Air Banjir (MAB), Muka Air Normal (MAN) visual dan 

keterangan masyarakat sekitar 

● Analisa penampang sungai 

 

5.2.5 Survei Utilitas  

Survei utilitas digunakan untuk memetakan trase yang akan terkena dampak oleh adanya 

utilitas. Rincian jenis survei paling sedikit dapat dilihat pada Tabel 11 berikut. 

Tabel 11 - Rincian survei utilitas 

No. Jenis Survei Target Lokasi Survei 

1 Pengamatan visual 

dibantu dengan alat 

navigasi 

Seluruh trase yang terkena dampak oleh adanya utilitas  

 

5.2.6 Survei Transportasi, Jaringan Jalan, dan Lalu Lintas  

Survei lapangan sub aspek transportasi, jaringan jalan, dan lalu lintas dilakukan untuk 

memetakan kondisi lalu lintas faktual eksisting dari jaringan jalan wilayah studi, sebagai data 

dasar untuk peramalan dan permodelan lalu lintas rencana jalan bebas hambatan. Hasil 

kegiatan survei lalu lintas digunakan untuk bahan kajian rinci terhadap kondisi lalu lintas, 

pemodelan dan peramalan potensi lalu lintas jalan bebas hambatan, sebagai dasar dalam 

penentuan LHR dan perhitungan rencana usaha investasi jalan bebas hambatan, serta bahan 
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pertimbangan teknis dalam penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas 

Hambatan. Rincian jenis survei paling sedikit dapat dilihat pada Tabel 12 berikut. 

Tabel 12 - Rincian survei transportasi, jaringan jalan, dan lalu lintas 

No. Jenis Survei Target Lokasi Survei 

1 Survei jaringan jalan ● Jaringan jalan eksisting wilayah studi 

● 2 (dua) titik sekitar awal dan akhir proyek 

● Titik-titik rencana simpang utama antara trase terpilih jalan 

bebas hambatan dengan jaringan jalan eksisting 

2 Survei perhitungan lalu 

lintas (traffic counting), 

termasuk: 

● Survei Jenis 

Kendaraan 

● Kapasitas angkut 

● Okupansi kendaraan 

Penghitungan lalu lintas pada ruas jalan eksisting wilayah studi 

dengan ketentuan: 

● Minimal 3 x 24  jam, yaitu 2 (dua) hari kerja dan 1 (satu) hari 

libur, minimal pada potensi lokasi on/off ramp 

● Minimal 7x24 jam pada 2 (dua) lokasi yang representatif titik 

awal dan akhir rencana jalan bebas hambatan 

Penghitungan lalu lintas pada lokasi‐lokasi simpang eksisting: 

● Minimal 3x24  jam, yaitu 2 (dua) hari kerja dan 1 (satu) hari 

libur 

● Jumlah titik simpang disesuaikan dengan kebutuhan analisis 

lalu lintas dan pemodelan 

3 Survei karakteristik 

perjalanan dengan 

Kuesioner Stated 

Preference: 

● Survei Jenis 

Kendaraan 

● Kapasitas angkut 

● Okupansi kendaraan 

Seluruh wilayah studi:  

● 2 (dua) lokasi: titik awal dan akhir rencana jalan bebas 

hambatan 

● Lokasi yang diidentifikasikan memberikan bangkitan lalu lintas 

jalan bebas hambatan 

● Minimal jumlah sample per hari sebesar 10% (sepuluh persen) 

dari volume lalu lintas eksisting per 1 (satu) jam di jam sibuk  

● Minimal jumlah hari sesuai dengan survei traffic counting 

4 Survei kecepatan 

perjalanan 

Jaringan jalan eksisting wilayah studi: 

● Minimal pada 1 (satu) ruas jalan yang sejajar dengan trase 

terpilih jalan bebas hambatan sebanyak 3 (tiga) kali 

pengambilan pada jam sibuk pagi dan jam sibuk sore serta 2 

(dua) kali pada jam tidak sibuk selama 3 (tiga) hari (2 hari kerja 

dan 1 hari libur) 

● Apabila menggunakan speed gun, dilakukan jumlah sample 

sebanyak-banyaknya dengan interval 5 (lima) menitan dan 

mewakili jenis kendaraan yang melalui ruas jalan yang diamati 

selama jam sibuk pagi dan jam sibuk sore serta 2 (dua) kali  

pada jam tidak sibuk selama 3 (tiga) hari (2 hari kerja dan 1 

hari libur) 

5.3 Kajian Teknis  

5.3.1 Kajian Sub Aspek Topografi 

a. Kajian sub aspek topografi merupakan kegiatan kajian data primer sub aspek topografi 

mencakup kondisi kemiringan medan dan kondisi elevasi tanah wilayah studi; 

b. Data primer sub aspek topografi adalah peta dasar (basemap) skala 1:5000, peta topografi 

skala 1:5000 dan skala 1:1000 untuk jembatan dapat menggunakan foto udara dan LIDAR 

(Light Detection and Ranging) baik berawak maupun tidak berawak (drone) atau 

menggunakan survei terestris; 
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c. Peta dasar (basemap) digunakan untuk desain awal (basic design) tapak koridor trase 

terpilih, yang mencakup rencana tipikal melintang, rencana alinyemen horisontal, rencana 

alinyemen vertikal dan rencana struktur jembatan, serta untuk penyusunan dokumen 

ROW plan. Disarankan menerapkan Building Information Modelling (BIM); 

d. Peta utilitas dan pengembangannya dapat menggunakan pengamatan visual yang 

digunakan sebagai rujukan teknis untuk data dan informasi terkait dengan utilitas yang 

terkena dampak oleh koridor trase jalan bebas hambatan.  

5.3.2 Kajian Sub Aspek Geologi dan Geoteknik 

a. Kegiatan kajian sub aspek geologi dan geoteknik merupakan kegiatan kajian terhadap 

data primer sub aspek geologi dan geoteknik; 

b. Data primer untuk kajian sub aspek geologi dan geoteknik adalah data penyelidikan tanah 

dan hasil analisis laboratorium terhadap hasil survei lapangan geologi dan geoteknik yang 

mencakup boring, sondir dan test pit pada tapak koridor trase terpilih, serta lokasi jarak 

quarry (sumber material) untuk menyusun AHSP serta pengecekan jenis, kuantitas dan 

kualitas material; 

c. Kegunaan hasil kajian data primer aspek geologi dan geoteknik dibutuhkan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam perencanaan perkerasan jalan dan struktur jembatan 

pada tapak koridor trase terpilih, dalam penyusunan dokumen desain awal (basic design); 

d. Hasil kajian komprehensif sub aspek geologi dan geoteknik digunakan sebagai 

perumusan deskripsi hasil kajian sub aspek geologi dan geoteknik pada dokumen desain 

awal (basic design). 

5.3.3 Kajian Sub Aspek Hidrologi 

a. Kegiatan kajian sub aspek hidrologi merupakan kegiatan kajian data primer sub aspek 

hidrologi; 

b. Data primer untuk kajian sub aspek hidrologi adalah: 

1) Data pengukuran dimensi lebar dan kedalaman sungai hasil survei topografi; 

2) Data penggunaan badan air sungai hasil pengamatan lapangan; dan 

3) Pasang surut dan hidro-oseanografi. 

c. Hasil kajian komprehensif sub aspek hidrologi mencakup antara lain: 

1) Perubahan iklim akibat climate change; 

2) Data kawasan tangkapan air (catchment area); 

3) Data debit banjir;  

4) Data elevasi muka air banjir; dan 

5) Data pasang surut air laut. 

d. Hasil kajian komprehensif sub aspek hidrologi digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan untuk perencanaan elevasi jalan, perencanaan elevasi struktur jembatan, 

perancangan sistem drainase termasuk bangunan perlintasan (cross drain) dan perkiraan 

biaya proyek; 

e. Hasil kajian komprehensif sub aspek hidrologi digunakan sebagai perumusan deskripsi 

hasil kajian sub aspek hidrologi pada dokumen desain awal (basic design). 

5.3.4 Kajian Sub Aspek Geometri 

a. Rujukan teknis yang harus dipedomani untuk kajian sub aspek geometri jalan adalah Surat 

Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain 
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Geometrik Jalan, khususnya pada subbab 6.3 Prosedur Desain Jalan Bebas Hambatan 

dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan, khususnya pada 

Lampiran I.III Persyaratan Teknis Jalan untuk Ruas Jalan Bebas Hambatan; 

b. Kajian dan penetapan rencana geometrik tapak koridor trase terpilih berbasis data lalu 

lintas yang dihasilkan dari kajian sub aspek lalu lintas; 

c. Bagian jalan pada rencana tipikal potongan melintang yang harus dikaji dan ditetapkan 

mencakup: 

1) Lebar lajur; 

2) Lebar jalur lalu lintas; 

3) Lebar bahu jalan (luar dan dalam); 

4) Lebar badan jalan; 

5) Lebar median; 

6) Lebar saluran tepi; 

7) Zona bebas (clear zone); 

8) Ambang pengaman; 

9) Ruang manfaat jalan (rumaja); 

10) Ruang milik jalan (rumija); dan 

11) Kemiringan normal perkerasan jalan. 

d. Rancangan alinemen vertikal yang harus dikaji dan ditetapkan dalam kegiatan dokumen 

desain awal (basic design) mencakup kelandaian memanjang maksimum dan jarak landai 

kritis maksimum; 

e. Rancangan alinemen horizontal yang harus dikaji dan ditetapkan dalam kegiatan 

dokumen desain awal (basic design) mencakup superelevasi maksimum dan jari-jari 

tikungan minimal; 

f. Mengkaji rancangan setiap persimpangan yang akan terjadi antara tapak koridor trase 

terpilih dengan jalan eksisting sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk 

perancangan persimpangan tak sebidang; 

g. Hasil kajian sub aspek geometri digunakan sebagai: 

1) Perumusan deskripsi kajian dan kelayakan sub aspek geometri dalam kegiatan 

dokumen desain awal; 

2) Bahan masukan dan pertimbangan dalam penilaian dan pemilihan tapak koridor trase 

terpilih; 

3) Bahan masukan dan pertimbangan dalam perumusan kriteria perencanaan jalan, 

perencanaan geometrik, perkiraan awal biaya proyek dan perkiraan biaya manfaat; 

4) Bahan masukan/pertimbangan dalam dokumen desain awal (basic design) khususnya 

perencanaan geometrik jalan. 

5.3.5 Kajian Sub Aspek Struktur Jembatan 

a. Kajian sub aspek struktur jembatan mencakup kegiatan kajian data primer sub aspek 

struktur jembatan; 

b. Kajian dan penetapan rencana struktur jembatan pada tapak koridor trase terpilih berbasis 

data lalu lintas yang dihasilkan dari kajian sub aspek lalu lintas serta mempertimbangkan 

aspek geometrik jalan; 

c. Rencana struktur jembatan pada tapak koridor trase terpilih harus dirancang dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Elevasi jembatan ditentukan oleh bentuk alinemen memanjang dari geometri jalan; 
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2) Elevasi jembatan mengakomodasikan ruang bebas di atas muka air banjir rencana; 

3) Elevasi jembatan mengakomodasikan kebutuhan ruang bebas untuk lalu lintas moda 

transportasi yang ada dibawahnya; 

4) Bentang jembatan mampu mengakomodasikan debit banjir rencana; 

5) Struktur bangunan atas jembatan disesuaikan dengan bentang rencana; 

6) Jumlah dan struktur bangunan bawah jembatan disesuaikan dengan kebutuhan 

rencana struktur bangunan atas jembatan. 

d. Hasil kajian sub aspek struktur jembatan digunakan sebagai: 

1) Perumusan deskripsi kajian dan kelayakan sub aspek struktur jembatan dalam 

dokumen desain awal (basic design); 

2) Bahan masukan dan pertimbangan dalam penilaian dan pemilihan tapak koridor trase 

terpilih; 

3) Bahan masukan/pertimbangan dalam perumusan kriteria perencanaan jembatan, 

penentuan bentang, dan jenis struktur jembatan dan perkiraan biaya proyek; 

4) Bahan masukan/pertimbangan dalam dokumen desain awal (basic design) khususnya 

untuk struktur jembatan. 

5.3.6 Kajian Sub Aspek Transportasi, Jaringan Jalan, dan Lalu Lintas 

a. Kajian sub aspek transportasi, jaringan jalan, dan lalu lintas mencakup kegiatan kajian 

data primer sub aspek lalu lintas; 

b. Data primer lalu lintas yang dikaji mencakup: 

1) Data jaringan jalan; 

2) Data volume lalu lintas jalan eksisting (ruas dan simpang); 

3) Data jenis kendaraan; 

4) Data kecepatan perjalanan (waktu tempuh); 

5) Data kapasitas angkut; 

6) Data tata guna lahan; dan 

7) Data okupansi kendaraan. 

c. Kajian data jaringan jalan diperlukan untuk bahan masukan permodelan lalu lintas; 

d. Kajian data volume lalu lintas ruas jalan eksisting diperlukan untuk: 

1) Perkiraan nilai K; 

2) Peramalan lalu lintas; dan 

3) Validasi dalam proses permodelan lalu lintas. 

e. Kajian data volume lalu lintas simpang eksisting diperlukan untuk: 

1) Peramalan lalu lintas; 

2) Validasi dalam proses permodelan lalu lintas; dan 

3) Analogi pergerakan pada simpang rencana akses jalan bebas hambatan. 

f. Kajian data kecepatan perjalanan (waktu tempuh) diperlukan untuk: 

1) Penghitungan Biaya Operasi Kendaraan (BOK); dan 

2) Manfaat proyek jalan bebas hambatan. 

g. Kajian beban lalu lintas didapatkan dari Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP 2017) 

diperlukan untuk bahan masukan dan pertimbangan: 

1) Beban rencana jalan; 

2) Beban rencana jembatan; dan 

3) Estimasi komposisi kendaraan. 

h. Kajian data tata guna lahan diperlukan untuk bahan masukan permodelan lalu lintas; 
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i. Prakiraan lalu lintas mencakup analisis dari komponen-komponen sebagai berikut: 

1) Lalu lintas normal (normal traffic) 

Lalu lintas normal adalah lalu lintas yang menggunakan jalan tanpa memperhatikan 

apakah sedang ada proyek atau tidak. Metode prakiraan pertumbuhan lalu lintas 

normal pada umumnya berdasarkan pada sejarah pertumbuhan lalu lintas dan 

hubungan antara: 

a) Prediksi pertumbuhan penduduk dan lapangan kerja; 

b) Prediksi pertumbuhan ekonomi; dan 

c) Penjualan dan registrasi kendaraan. 

2) Lalu lintas teralih (diverted traffic) 

Pengalihan lalu lintas dari trase paralel atau dari moda lainnya. Lalu lintas teralih terjadi 

biasanya karena faktor pertimbangan trase perjalanan tercepat dan atau termurah. 

3) Lalu lintas terbangkit (generated traffic) 

Munculnya potensi perjalanan lalu lintas baru yang diakibatkan adanya perbaikan 

prasarana karena alasan biaya, waktu perjalanan dan aksesibilitas. 

4) Lalu lintas yang merubah tujuan 

Lalu lintas yang merubah tujuan karena adanya prasarana yang lebih baik, tetapi 

maksud perjalanan tidak berubah. 

5) Lalu lintas terpendam (suppressed traffic) 

Lalu lintas lama yang terpendam yang timbul kembali akibat tersedianya waktu, karena 

waktu perjalanannya berkurang. 

j. Data lalu lintas diperlukan untuk menetapkan dimensi geometri jalan untuk mendesain 

konstruksi perkerasan, serta untuk menghitung biaya operasi kendaraan total. Lalu Lintas 

Harian Rata-Rata (LHR) dan klasifikasi jenis kendaraan diambil dari data sekunder, data 

primer dan hasil analisis lalu lintas; 

k. Volume jam perencanaan merupakan volume lalu lintas per jam yang dipakai untuk 

menentukan dimensi jalan, yang dinyatakan dalam smp/jam; 

l. Pertumbuhan normal lalu lintas masa depan dapat dicari dengan mengekstrapolasi data 

LHR yang ada dari tahun-tahun sebelumnya. Prakiraan lalu lintas masa depan dapat juga 

diperoleh melalui asumsi bahwa pertumbuhan lalu lintas berkaitan erat dengan 

pertumbuhan ekonomi di wilayah studi atau diambil dari Manual Desain Perkerasan Jalan 

(MDP 2017); 

m. Hasil kajian sub aspek transportasi, jaringan jalan, dan lalu lintas digunakan sebagai: 

1) Perumusan deskripsi kajian dan kelayakan sub aspek lalu lintas dalam dokumen 

desain awal (basic design); 

2) Bahan masukan/pertimbangan dalam kriteria perencanaan jalan, perencanaan 

geometrik, perkiraan biaya manfaat, dan kajian ekonomi finansial rencana usaha 

investasi jalan bebas hambatan; dan 

3) Bahan masukan/pertimbangan dalam dokumen desain awal (basic design) khususnya 

untuk perencanaan lalu lintas. 

5.3.7 Kajian Sub Aspek Perkerasan Jalan 

a. Kajian sub aspek perkerasan jalan mencakup kegiatan kajian data sekunder sub aspek 

perkerasan jalan dan data primer dari sub aspek lainnya, sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan untuk penetapan struktur perkerasan jalur lalu lintas dan bahu jalan; 

b. Rujukan teknis yang harus dipedomani untuk kajian sub aspek perkerasan jalan adalah 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang 
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Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan khususnya pada Lampiran I.III 

Persyaratan Teknis Jalan untuk Ruas Jalan Bebas Hambatan; 

c. Struktur perkerasan jalan harus dirancang dapat menerima beban sesuai kategori kelas 

khusus; 

d. Perencanaan perkerasan jalan ditentukan oleh berat dan volume lalu lintas yang akan 

menggunakan jalan tersebut selama umur rencana, terutama kendaraan berat. Kerusakan 

lapisan perkerasan akan sangat tergantung pada beban sumbu kendaraan. Karena beban 

sumbu yang menggunakan jalan bervariasi, maka beban sumbu kendaraan tersebut 

dikonversikan pada beban sumbu standar/Equivalent Standard Axles (ESA); 

e. Struktur perkerasan jalan, baik untuk perkerasan jalur lalu lintas dan perkerasan bahu 

jalan harus dirancang dengan struktur perkerasan lentur (flexible pavement) berupa 

perkerasan beton aspal (asphalt concrete) atau struktur perkerasan kaku (rigid pavement) 

berupa perkerasan beton, atau gabungan dari kedua struktur perkerasan tersebut; 

f. Desain perkerasan jalan dimaksudkan untuk mendapatkan kombinasi dari lapis struktur 

perkerasan yang ekonomis, selain itu juga diperlukan untuk pemilihan tipikal perkerasan 

jalan yang sesuai dengan kondisi setempat, dan untuk memperkirakan besarnya biaya 

proyek, yang disesuaikan dengan tipe proyek yang dipertimbangkan; 

g. Tebal perkerasan jalan ditentukan mengikuti Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga 

Nomor 18/SE/Db/2020 tentang Suplemen Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017 

yang merupakan pemutakhiran terhadap Manual Desain Perkerasan (MDP) 2017 Nomor 

04/SE/Db/2017 (Revisi Juni 2017); 

h. Hasil kajian sub aspek perkerasan jalan digunakan sebagai: 

1) Perumusan deskripsi kajian dan kelayakan sub aspek perkerasan jalan dalam 

dokumen desain awal; 

2) Bahan masukan dan pertimbangan dalam perumusan kriteria perencanaan jalan, 

perkiraan biaya proyek, dan kajian ekonomi finansial rencana usaha investasi jalan 

bebas hambatan; 

3) Bahan masukan dan pertimbangan dalam dokumen desain awal (basic design) 

khususnya untuk perencanaan struktur perkerasan. 

5.4 Penyusunan Gambar Desain Awal 

Daftar gambar untuk Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas Hambatan dapat 

dilihat sebagai berikut.  

Bagian A – Umum 

A1 - Daftar Isi; 

A2 - Peta Lokasi Proyek (berupa Peta Rencum dan Peta Lokasi berbasis citra 

satelit dengan memperlihatkan toponimi yang jelas); 

A3 - Legenda dan Singkatan; 

A4 - Diagram Superelevasi; 

A5 - Penjelasan Umum untuk Jalan. 

Bagian B – Tipikal Potongan Melintang 

B1 - Tipikal Potongan Melintang Jalan Utama; 

B2 - Tipikal Potongan Melintang Jalan Akses; 

B3 - Tipikal Potongan Melintang Jalan Ramp; 
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B4 - Tipikal Potongan Melintang Jalan Non Tol; 

B5 - Tipikal Joint Perkerasan; 

B6 - Tipikal Perkerasan Jalan Utama; 

B7 - Tipikal Perkerasan Jalan Akses; 

B8 - Tipikal Perkerasan Jalan Ramp; 

B9 - Tipikal Perkerasan Jalan Non Tol; 

B10 - Tipikal Bangunan Struktur; 

B11 - Tipikal Bangunan Drainase; 

B12 - Tipikal Penanganan Tanah; 

B13 - Tipikal Bangunan Fasilitas dan Perlengkapan Tol; 

B14 - Tipikal Lansekap Jalan bebas hambatan. 

 

Bagian C – Alinyemen Layout, Titik Referensi dan Data Kurva 

C1 - Alinyemen Layout, Titik Referensi dan Data Kurva Jalan Utama; 
C2 - Alinyemen Layout, Titik Referensi dan Data Kurva Jalan Akses dan Ramp 

(Interchange); 
C3 - Alinyemen Layout, Titik Referensi dan Data Kurva Jalan Non Tol. 

 
Bagian D – Plan dan Profil 

D1 - Plan dan Profile Jalan Utama; 
D2 - Plan dan Profile Jalan Akses dan Ramp (Interchange); 
D3 - Plan dan Profile Jalan Non Tol. 

5.5 Penyusunan Gambar ROW Plan  

a. Gambar ROW Plan (definitive plan) harus merujuk dokumen desain awal (basic design);  

b. Gambar ROW Plan (definitive plan) harus mengakomodasikan konten muatan: 

1) Batas-batas dan dimensi ROW jalan utama (main road); 

2) Batas-batas dan dimensi ROW interchange; 

3) Batas-batas dan dimensi ROW akses jalan bebas hambatan; dan 

4) Informasi peruntukan lahan eksisting pada semua bagian jalan bebas hambatan. 

c. Batas-batas ROW pada semua bagian jalan bebas hambatan harus mempertimbangkan 

dan mengakomodasikan kebutuhan keselamatan konstruksi jalan bebas hambatan dan 

kebutuhan lainnya antara lain mencakup: 

1) Kemiringan pada daerah timbunan; 

2) Kemiringan pada daerah galian; dan 

3) Kebutuhan areal rest area (jika diperlukan). 

d. Mengacu pada Pedoman Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Nomor 

08/P/BM/2021 dan Suplemen Pedoman Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan 

Nomor 02/S/Pd/BM/2022. 

5.6 Penyusunan Daftar Kuantitas dan Harga Satuan (Bill Of Quantity/BOQ) dan/atau 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

a. Dokumen yang memuat daftar kuantitas dan jenis pekerjaan beserta harga satuan setiap 

jenis pekerjaan yang digunakan untuk keperluan perkiraan biaya konstruksi jalan bebas 

hambatan; 
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b. Kegiatan pekerjaan fisik di Direktorat Jenderal Bina Marga, atau di dinas-dinas daerah 

terkait dengan pekerjaan Bina Marga pada umumnya mengikuti spesifikasi teknik untuk 

dokumen kontrak pekerjaan, yaitu Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus. Spesifikasi 

tersebut sebagai dasar untuk menyusun Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). 

Perhitungan atau analisis harga satuan setiap item jenis pekerjaan konstruksi metode 

perhitungannya harus mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya 

Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

c. Item Pembayaran pada Bill Of Quantity (BOQ) mengacu pada Surat Edaran Direktorat 

Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

16.1/SE/DB/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan 

Konstruksi Jalan dan Jembatan Revisi 2 dan Spesifikasi Umum untuk Jalan Bebas 

Hambatan dan Jalan Tol, Agustus 2020.  

5.7 Tenaga Ahli yang Diperlukan Dalam Penyusunan Desain Awal  (Basic Design) 

Mengacu pada Pedoman Penyusunan KAK Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis 

Jalan dan Jembatan Nomor 02/P/BM/2023, tenaga ahli paling sedikit yang dibutuhkan adalah: 

a. Team Leader, dengan minimal berpendidikan S1 Teknik Sipil berpengalaman sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau S2 Teknik Sipil berpengalaman sekurang-kurangnya 

4 (empat) tahun bersertifikasi keahlian SKA Utama. Dalam hal tertentu dengan 

mempertimbangkan lingkup dan ketersediaan dana, Team Leader dapat dirangkap oleh 

salah satu tenaga ahli;  

b. Tenaga Ahli Jalan Raya, dengan minimal berpendidikan S1 Teknik Sipil/Sipil Transportasi 

berpengalaman di bidang perencanaan jalan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan 

bersertifikasi keahlian SKA Ahli Teknik Jalan-Madya; 

c. Tenaga Ahli Geodesi, dengan minimal berpendidikan S1 Teknik Geodesi berpengalaman 

sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun  dan bersertifikasi keahlian SKA Ahli Geodesi- 

Madya; 

d. Tenaga Ahli Drainase/Hidraulika dengan minimal berpendidikan S1 Teknik Sipil 

berpengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun  dan bersertifikasi keahlian SKA 

Ahli Teknik Jalan atau Ahli Sumber Daya Air-Madya; 

e. Tenaga Ahli Perkerasan, dengan minimal berpendidikan S1 Teknik Sipil berpengalaman 

sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan bersertifikasi keahlian SKA Ahli Teknik Jalan 

- Madya; 

f. Tenaga Ahli Geoteknik, dengan minimal berpendidikan S1 Teknik Sipil/Geoteknik 

berpengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun  dan bersertifikasi keahlian SKA 

Ahli Geoteknik-Madya; 

g. Tenaga Ahli Geologi, dengan minimal berpendidikan S1 Teknik Geologi berpengalaman 

sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan bersertifikasi keahlian SKA Ahli Geologi-

Madya; 

h. Tenaga Ahli Lalu Lintas, dengan minimal berpendidikan S1 Teknik Sipil berpengalaman 

sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan bersertifikasi keahlian SKA Ahli Teknik Jalan 

- Madya; 

i. Tenaga Ahli Kuantitas dan Biaya, dengan minimal berpendidikan S1 Teknik Sipil 

berpengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan bersertifikasi keahlian SKA 

Ahli Teknik Jalan-Madya; 
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j. Tenaga Ahli Jembatan, dengan minimal berpendidikan S1 Teknik Sipil/Struktur 

berpengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan bersertifikasi keahlian SKA 

Ahli Teknik Jembatan-Madya; 

k. Tenaga Ahli Lansekap, dengan minimal berpendidikan S1 Arsitektur/Arsitek Lansekap 

berpengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan bersertifikasi keahlian SKA 

Ahli Arsitektur Lansekap-Madya; 

l. Tenaga Ahli BIM Engineer, dengan minimal berpendidikan S1 bidang terkait 

berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang BIM dan bersertifikat BIM, serta 

bersertifikat keahlian SKA Ahli Muda di bidang jalan/jembatan; 

m. Visiting Specialist, untuk kasus tertentu; 

n. Untuk masing-masing Tenaga Ahli dapat dibantu oleh Asisten Tenaga Ahli dengan 

berpendidikan minimal S1 disesuaikan dengan bidang dan kebutuhan perencanaan. 

6. Bagan Alir Pekerjaan 

Bagan alir pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. 

 

Gambar 3 - Bagan alir pekerjaan  

 

Prosedur pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

a. Kajian Awal Trase Terpilih 

Lakukan kajian awal atas trase terpilih yang ada pada dokumen studi kelayakan. 

b. Identifikasi Rencana Perlintasan 

Lakukan identifikasi rencana perlintasan dari trase terpilih tersebut sebagai dasar 

pertimbangan pelaksanaan survei lapangan. 

c. Survei lapangan 

1) Siapkan semua peralatan dan formulir survei lapangan; 

Mulai 

Kajian Awal Trase Terpilih dari FS 

Identifikasi Rencana Perlintasan 

Melakukan Survei untuk Pengumpulan Data Primer 

Pengolahan dan Kajian Data Primer 

Penyusunan Gambar ROW Plan 

Penyusunan Gambar Desain Awal (Basic Design) 

Penyusunan Daftar Kuantitas dan Harga Satuan 

(BOQ) dan/atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Selesai 
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2) Lakukan kegiatan survei lapangan sesuai ketentuan teknis survei lapangan; dan 

3) Dokumentasikan semua data lapangan sebagai data primer. 

d. Pengolahan dan kajian data primer 

1) Lakukan pengolahan data pengukuran dan pemetaan topografi yang hasilnya 

digunakan sebagai dasar pembuatan peta dasar (basemap); 

2) Lakukan penggambaran peta dasar (basemap) sebagai dasar kajian rinci sub aspek 

topografi dan dokumen desain awal (basic design); 

3) Lakukan pengolahan data pengamatan visual; pengambilan dan pengukuran sampel 

geologi dan geoteknik melalui analisis laboratorium; 

4) Lakukan pengolahan data lapangan untuk aspek-aspek lainnya; dan 

5) Lakukan kajian teknis berdasarkan data-data hasil survei lapangan. 

e. Penyusunan gambar ROW Plan 

Lakukan penyusunan dengan wajib mempertimbangkan dan mengakomodasikan 

kebutuhan keselamatan konstruksi jalan bebas hambatan dan kebutuhan lainnya. 

f. Penyusunan gambar desain awal (basic design) 

Lakukan penyusunan gambar yang terdiri dari bagian umum, tipikal potongan melintang, 

alinyemen layout dan plan dan profile.  

g. Penyusunan daftar kuantitas dan harga satuan 

Buatkan daftar kuantitas dan jenis pekerjaan beserta harga satuan setiap jenis pekerjaan 

yang digunakan untuk keperluan perkiraan biaya konstruksi jalan bebas hambatan. 
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Lampiran A 

(Informatif) 

Contoh Gambar ROW Plan 

1.Batas-Batas Dan Dimensi ROW Jalan Utama (Main Road) 

 
 
 



 

37 dari 63 

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded 
 

 
 
 



 

38 dari 63 

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded 
 

2. Contoh Batas-Batas dan Dimensi ROW Interchange 
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3. Contoh Batas-Batas dan Dimensi ROW Akses Jalan Bebas Hambatan 
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4. Contoh Kemiringan Pada Daerah Timbunan 
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5. Contoh Kemiringan Pada Daerah Galian 
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Lampiran B 

(Informatif) 

Contoh Usulan Gambar Desain 

Contoh Bagian A – Umum 

Contoh Cover Basic Design atas Prakarsa Badan Usaha  
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A2 - Contoh Peta Lokasi Proyek (berupa Peta Rencum dan Peta Lokasi berbasis citra satelit dengan memperlihatkan toponimi 
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A3 - Contoh Legenda dan Singkatan 
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A4 - Contoh Diagram Superelevasi 
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Contoh Bagian B-Tipikal Potongan Melintang 

B1 - Contoh Tipikal Potongan Melintang Jalan Utama 
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B2 - Contoh Tipikal Potongan Melintang Jalan Akses 
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B3 - Contoh Tipikal Potongan Melintang Jalan Ramp 
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B4 - Contoh Tipikal Potongan Melintang Jalan Non Tol 
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B5 - Contoh Plan dan Joint Perkerasan Beton 
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B6 - Contoh Plan dan Detail Perkerasan Jalan Utama 
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B7 - Contoh Plan dan Detail Perkerasan Jalan Akses 
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B9 - Contoh Plan dan Detail Perkerasan Jalan Non Tol 
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B10 - Contoh Tipikal Bangunan Struktur 
 

 



 

59 dari 63 

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded 
 

B11 - Contoh Tipikal Bangunan Drainase 
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B12 - Contoh Tipikal Penanganan Tanah 
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B13 - Contoh Tipikal Bangunan Fasilitas dan Perlengkapan Tol 
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B14 - Contoh Tipikal Lansekap Jalan Bebas Hambatan 
 

 
 

 



 

63 dari 63 

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded 
 

Bagian D – Plan dan Profil 

D3 - Contoh Plan dan Profile Jalan Non Tol 

 

 


